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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kekuasaan yang terjadi di dalam pemerintahan Daerah di
Kabupaten Poso. Dimana dominasi kekuasaan dapat diartikan sebagai keadaan dimana
kekuasaan terkonsentrasi pada individu. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
membahas tentang dominasi kekuasaan pemerintah Poso dengan menggunakan konsep habitus,
modal, arena dan praktik dari Pierre Bourdieu.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan
enam informan kunci observasi lapangan dan analisis dokemen terkait. Selain wawancara, data
sekunder juga dikumpulkan melalaui dokumentasi, untuk memberikan konteks tambahan bagi
analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi kekuasaan dalam pemerintah di
kabupaten Poso terbentuk melalui jaringan social yang kuat. Pemanfaatan moda politik serta
penguasaan arena politi lokal. Struktur kekuasaan yang dibangun memberikan stabilita politi
tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap demokrasi dan partisipasi masyarakat. Dominasi
kekuasaan ini tidak hanya tercermin dalam pola kepemimpinan yang diwariskan secara turun
temurun. Tetapi juga dalam sistem birokrasi dan jaringan politik yang mereka bangun. Modal
social berupa hubungan yang kuat dengan aktor-aktor politik modal ekonomi yang mendukung
keberlanjutan dominasi serta modal budaya yang memperkuat legitimasi kepemimpinan.

ABSTRACT

This study discusses the power that occurs in the regional government in Poso Regency. Where
the dominance of power cam be interpreted as a state where power is concentrated in an
individual. Therefore, the purpose op this study is to discuss the purpose of this study is to
discuss the dominance of power in the Poso government using the concept of habitus, capital,
arena and practice from Pierre Bourdieu. This study uses a qualitative method with a
descriptive approach, where data is collected through indepth interviews with six key
informants, field observations and analysis of related documents. In addition to interviews,
secondary data is also collected through documentation, to provide additional context for the
alalysis The result of this study indicate that the dominance of power in the government in Poso
Regency is formed through a strong social network. Ultilization of political modes and control
of the local political arena. The power structure that is built provides political stability but also
poses challenges to democracy and community participation. This dominance of power is not
only reflected in the leadership patterns that are inherited from generation to generation. But
also in the bureaucratic system and political network that they build. Social capital takes the
from of strong relationships with political actors, economic capital that supports the
sustainability of domination, and cultural capital that strengthens the legitimacy of leadership
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PENDAHULUAN

Dominasi kekuasaan sering kali dikaitkan dengan pemanfaatan modal sosial oleh kelompok
dominan. Modal sosial mencakup jaringan relasi, kepercayaan, dan norma yang digunakan untuk
memperkuat posisi kekuasaan. Selain modal sosial, modal ekonomi juga memainkan peran penting
dalam mempertahankan dominasi kekuasaan. Kelompok dominan sering kali memiliki akses yang
lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, yang dapat digunakan untuk mendukung kepentingan
politik mereka.(JONI, 2020). Dalam beberapa kasus, dominasi kekuasaan juga dapat memengaruhi
transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Kelompok dominan cenderung mengendalikan informasi
dan pengambilan keputusan, sehingga sulit bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Namun,
dominasi kekuasaan tidak selalu bersifat negatif. Dalam beberapa konteks, dominasi ini dapat
memberikan stabilitas politik, terutama di daerah yang memiliki sejarah konflik seperti Poso.

Dalam pemerintahan di Poso, dominasi kekuasaan menjadi salah satu isu yang penting untuk
dikaji. Fenomena ini memengaruhi berbagai aspek, termasuk distribusi sumber daya, partisipasi politik
masyarakat, dan kualitas pelayanan publik. Secara historis, Poso dikenal sebagai daerah yang kaya
akan sumber daya alam dan memiliki keberagaman budaya. Namun, potensi ini sering kali tidak
dimanfaatkan secara optimal karena masalah dalam pengelolaan pemerintahan. Di Poso, dominasi
kekuasaan menjadi fenomena yang menonjol, dengan beberapa keluarga memiliki pengaruh besar
dalam pemerintahan. Keluarga Ingkiriwang, misalnya, telah lama menjadi aktor dominan dalam
politik lokal. Secara umum, dominasi kekuasaan dapat memengaruhi pemerintahan dalam berbagai
cara. Di satu sisi, dominasi ini dapat memberikan stabilitas politik dan kesinambungan kebijakan.
Namun, di sisi lain, dominasi kekuasaan juga dapat menciptakan ketimpangan dan melemahkan
partisipasi masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dominasi kekuasaan dalam pemerintahan telah
dilakukan namun penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pola patronase masih sangat kuat dalam
masyarakat. (Jabbar dkk., 2022). Sebagai contoh, salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Hadi,
2018) hanya menyoroti Hasil penelitian mengenai legitimasi kekuasaan dan hubungan penguasa
dengan rakyat dalam konteks pemikiran politik suku Dayak Ma’anyan. Pemikiran politik ini pernah
dipraktikkan di masa lalu dalam kehidupan masyarakat suku pada masa kerajaan Nan Sarunai dan
sesudahnya, dan kini mereka warisi. Sebagian pemikiran itu sudah tidak dipraktikkan lagi dan hanya
melekat dalam sejarah pemikiran saja. Akan tetapi, desentraliasi dan demokrasi sejak kejatuhan
Soeharto tahun 1998, memberi peluang bagi mereka mempraktikkan kembali beberapa konsep
pemikiran itu yaitu seperti keabsahan atau legitimasi kekuasaan serta konsep hubungan penguasa
dengan rakyat dalam kekuasaan.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk lebih memahami bagimana dominasi
kekuasaan di suatu daerah. Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi pemahaman dan
memperkaya wawasan tentang dominasi kekuasaan dalam pemerintah daerah di Kabupaten Poso.
Dengan memahami bagimana dominasi kekuasaan di suatu daerah, penelitiaan ini diharapakan dapat
memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dalam pemerintahan daerah, distibusi sumber daya,
partisipasi politik masyarakat, dan kulitas pelayanan publik. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi
referensi bagi desa-desa lain dalam sistem pemerintahan Yasir et al, (2023). Dengan demikian
penelitian ini relevan dalam memperkaya kajian tentang sistem pemerintahan, khususnya pada aspek
dominasi kekuasaan dalam pemerintah dacrah di Kabupaten Poso dan dapat memberikan stabilitas
politik dan kesinambungan kebijakan.

METODE

Dasar penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena
tujuan penelitian ini adalah untuk menggali secara mendalam dominasi kekuasaan dalam pemerintah
daerah di Kabupaten Poso. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan artikel ini
digunakan metode penelitian deskriptif. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
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mendalam dan dokumentasi. (Achjar et al,2023) wawancara dilakukan dengan enam informan kunci
yang dipilih secara purposive. Dimana individu yang yang terpilih memiliki pengetahuan dan
pengalaman langsung terkait dominasi kekuasaan dalam pemerintah daerah di Kabupaten Poso,
sehingga informasi yang diperoleh lebih relevan dan mendalam (Rukin,2021). Selain wawancara
sekunder juga dikumpulkan melalui dokumentasi, untuk memberikan konteks tambahan bagi analisis
(Sarosa,2021). dengan Analisis data menurut (Wijaya, 2019) adalah proses mencari dan menyusun
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen secara sistematis, menyusun
data ke dalam kategori, menjabarkannya menjadi unit-unit, melakukan sintesis, menyusunnya menjadi
model. apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan dengan cara yang
mudah dipahami oleh Anda dan orang lain. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan
menggunakan Teknik analisis data yang di kembangkan oleh Miles, Huberman, Sandana (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dominasi kekuasaan dalam pemerintahan merupakan suatu kondisi di mana aktor politik
tertentu memiliki kontrol yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan, distribusi sumber
daya, dan pengaruh politik dalam suatu wilayah. Di Kabupaten Poso, dominasi kekuasaan erat
kaitannya dengan pengaruh keluarga politik tertentu yaitu keluarga piet inkiriwang, yang terus
mempertahankan kekuasaan melalui berbagai mekanisme.

Dari perspektif teori dominasi kemunculan dinatisme disebabkan karena adanya peluang
dominasi dari kelas penguasa terhadap kelas yang dikuasai. Mosca (1969) dalam karyanya yang
terkenal dengan The Rulling Class, menyatakan bahwa: Dalam setiap masyarakat terdapat du akelas
penduduk. Satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas yang pertama yang
jumlahnya selalu lebih kecil, menjalangkan semuah fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan
menikamati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua yang jumlahnya
jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama. Pandangan tersebut menggambarkan
bahwa dalam masyarakat terdapat du akelas yang menonjol, yaitu kelas yang memerintah dan yang
diperintah. Kelas yang pertama yang menguasai fungsi politik, yakni memonopoli kekuasaan
sekaligus menguasai hasil-hasilnya. Kelas kedua sebaliknya, mereka yang jumlahnya besar tetapi
tidak mempunyai kekuasaan atau fungsi politik, mereka diarahkan dan dikendalikan oleh kelas
pertama oleh cara-cara tertentu. Mengenai kelas atau kelompok yang berkuasa dan dikuasai.

Kelas pertama (berkuasa) biasanya terdiri dari orang-orang yang sedikit jumlahnya,
menerapakan semua fungsi-fungsi politik, memonopoli kekuasaan dengan menikmati segala
keuntungan dari kedudukan sebagai pemegang kekuasaan. Kelas yang kedua (dikuasai), terdiri dari
lebih banyak orang, diarahkan dan dikendalikan oleh oleh kelas-kelas pertama, dengan cara-cara
kurang lebih legal, sewenang-wenang atau dengan kekerasan. Sedangkan kelas kedua menyediakan
saran untuk dapat hidup dan bertahan serta hal-hal lainnya yang sangat penting bagi organsasi politik.
Kelas penguasa (kekuasaan elit) menurut Mosca (1969) sebagai akibat sifat-sifat yang tak
terbantahkan dari watak social manusia. Selanjutnya dikatakan bahwa kelas politik yang tidak
adaptative dengan zaman tidak akan bisa mempertahankan diri. Sementara elit lain akan terbentuk
dari kalangan yang diperintah, dan dengan pejalanan waktu akan mengampbil alih kekuasaan meskipun
dengan kekerasan. Oleh karena semua kelompok penguasa harus mempertahankan sistem pewaris
secara turun temurun agar tetap dapat memanipulasi kekuasaannya. Namun rekruitmen dari kelas
mayoritas sangat dibutuhkan demi stabilitas organisasi politik. Dalam sebuah bentuk dominasi
kekuasaan dalam pemerintahan di Kabupaten Poso dari kelas minoritas terhadap kelas mayoritas.
Dominasi diartikan sebagai penguasaan, penempatan posisi bagus dan kuat pengaruh besar. Dalam
kata lain dominasi di terapakan untuk menunjukkan posisi negara-negara kota secara individual.

Kelas penguasa itu adalah negara melalui kekuasaan pemerintahan. Negara menurut Offe dan
Rangge, tidak memajukan kepentingan tertentu dan tidak beraliansiasi dengan kelas tertentu.
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Sebaliknya, yang dilindungi dan dimajukan oleh negara adalah seperangkat peraturan dan hubungan
social yang dianggap tercakup dalam kekuasaan kelas kapitalis. Negara tidak membela kepentingan
satu kelas tertentu, tetapi kepentingan Bersama semua anggota masyrakat kelas kapitalis yang di sebut
sebagai alat kekuasaan. Dari sisi politik kekuasaan, dinastisme mengindikasikan agar kesalahan yang
di perbuat kepala daerah sebelumnya dapat diamankan oleh sosok kepala daerha berikutnya sehingga
istri atau saudaranya-lah yang kemudian harus menjadi kepala daerah. Kekuasaan diartikan sebagai
kemampuan individua tau kelompok individu untuk membatasi keinginan kelompok lain dan
mencegah keinginnya dikuasai oleh kelompok lain tersebut.

Kekuasaan dalam pemerintahan di Kabupaten Poso selalu ambigu, mempesona sekalius
menakutkan. Mempesona karena seseorang penguasa dapat mengatur dan mengendalikan.
Menakutkan karena kekuasaan cenderung busuk, disalahgunakan untuk menindas masyarakat,
merampas kebebasan masyarakat. Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa
kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekusaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan
memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagimana kekuasaan beroperasi
atau dengan cara apa kekuasaan itu diopersikan. Menurut Cronin (1996), menunjukkan pengertian
kekuasaan sebeumnya yang memandang secara substanstif-tertanam dalam, dijalangkan oleh dan
terhadap-subjek menjadi konsep kekuasaan relasional sebagai suatu fungsi jaringan relasi antar subjek.
Pergeseran ini berimpilkasi pula bagaimana kekuasaan itu dioperasikan dan apa yang menjadi perahtian
dalam menganalisis beropersinya kekuasaan.

Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang
diperlukan dalam kehidupan social dan politik. Kelompok kecil itu disebut elit, yang mampu
menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi
dalam lapisan masyarakat. Lebih jauh membagi masyarakat dalam dua kelas yaitu pertama elit
memerintah (governing elite) dan yang tidak memerintah (non governing elit).Dalam organisasi
apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mementingkan kepentinnya
sendiri. Kekuasaan adalah probablitas untuk mempengaruhi kebijaksaan dan kegiatan negara, atau
probalitas untuk mempengaruhi alokasi nilai-nilai secara otoriatif. Seseorang pembuat yang paling
berkauasa sekaligus harus memperhitungkan kemungkina-keungkinan reaksi dari yang lain. Sebab-
sebab dinastiisme dari perspektif hagemoni atau dominasi elit adalah sebagai berikut:

Petahanan sebagai kelas elit (governing elite) memiliki peluang yang lebih besar
mendominasi proses pemiithan umum sehingga politik dinasti menjadi sulit dihindari.

Petahanan sebagai kelas elit (governing elite) menjalangkan semua fungsi politi, memonopoli
kekuasaan dan menikmati keuntungan yang di berikan oleh kekuasaan.

Masyarakat pemilih (non governing elite) diataur dan dikendalikan oleh petahanan sebagai
kelas elit.

Dominasi kekuasaan di Kabupaten Poso memunculkan berbagai tantangan yang
memengaruhi dinamika pemerintahan lokal. Salah satu tantangan utama adalah terciptanya oligarki
politik, di mana kekuasaan hanya berada di tangan segelintir kelompok atau individu yang memiliki
modal besar, baik secara ekonomi maupun sosial. Fenomena oligarki politik ini sering kali
menghambat regenerasi kepemimpinan. Ketika hanya kelompok tertentu yang mendominasi, peluang
bagi individu lain yang kompeten namun tidak memiliki akses ke modal dominan menjadi sangat
terbatas. Hal ini berdampak pada stagnasi ide-ide baru yang seharusnya dapat mendorong inovasi
dalam pemerintahan. Selain itu, dominasi kekuasaan juga berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Ketika pengambilan keputusan lebih didasarkan pada kepentingan kelompok dominan, kebutuhan
masyarakat luas sering kali terabaikan. Proyek-proyek pembangunan lebih diarahkan untuk
memperkuat posisi kelompok dominan daripada menjawab kebutuhan masyarakat secara merata.
Salah satu contoh nyata adalah alokasi anggaran daerah yang sering kali tidak mencerminkan prioritas
kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur misalnya, lebih banyak difokuskan pada wilayah
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yang mendukung basis politik kelompok dominan. Hal ini menciptakan ketimpangan pembangunan
antarwilayah di Kabupaten Poso.

Habitus Politik dalam Dominasi Kekuasaan di Kabupaten Poso

Dalam konteks dominasi kekuasaan di Kabupaten Poso, habitus menjadi faktor utama yang
memungkinkan elite politik, khususnya keluarga Ingkiriwang, untuk mempertahankan dominasi
mereka dalam pemerintahan daerah. Keluarga ini memiliki pola pikir dan tindakan yang telah
dibentuk oleh pengalaman panjang mereka dalam politik lokal, menciptakan suatu tradisi politik yang
diwariskan secara turun-temurun. Habitus yang terbentuk dalam lingkup ini mencakup pemahaman
mendalam tentang dinamika pemerintahan daerah, kemampuan dalam membangun serta memelihara
jaringan politik yang luas, serta keterampilan dalam mengelola sumber daya pemerintahan untuk
memperkuat legitimasi kekuasaan.

Dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh keluarga Ingkiriwang di Kabupaten Poso tidak
semata-mata didasarkan pada penguasaan terhadap jabatan politik, tetapi juga pada kontrol terhadap
berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan habitus politik yang telah
mengakar, mereka mampu mengendalikan proses kebijakan publik, mengarahkan distribusi sumber
daya, serta menciptakan struktur pemerintahan yang memastikan kesinambungan kekuasaan mereka.
Politik patronase menjadi salah satu instrumen utama dalam mempertahankan dominasi ini, di mana
loyalitas politik dibangun melalui pemberian akses terhadap sumber daya dan fasilitas pemerintahan.
Dominasi kekuasaan ini juga tercermin dalam bagaimana pemerintahan daerah dikelola, di mana
kebijakan yang diambil sering kali berorientasi pada mempertahankan status kekuasaan mereka.
Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi untuk memastikan stabilitas politik, tetapi juga
untuk mempersempit ruang oposisi serta mengontrol dinamika politik di tingkat lokal. Dalam
praktiknya, struktur birokrasi pun sering kali diisi oleh individu-individu yang memiliki keterkaitan
dengan keluarga Ingkiriwang, sehingga memperkuat jaringan loyalitas yang menopang sistem
dominasi mereka.

Modal Sosial dan Budaya dalam Dominasi Kekuasaan di Kabupaten Poso

Modal sosial dalam bentuk jaringan dan hubungan yang luas memainkan peran strategis
dalam mempertahankan kekuasaan. Dengan membangun hubungan erat dengan berbagai aktor politik,
tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, serta kelompok pemuda, suatu kelompok politik dapat
mengamankan dukungan dan memperkuat koalisi yang solid. keluarga Ingkiriwang sebagai aktor
dominan dalam politik lokal telah berhasil memanfaatkan kombinasi modal ekonomi, budaya, dan
sosial untuk mempertahankan pengaruhnya dalam pemerintahan daerah. Dukungan finansial yang
kuat memungkinkan mereka mengelola sumber daya dengan efektif, sementara pemahaman politik
yang mendalam membantu mereka merancang strategi yang sesuai dengan dinamika lokal. Jaringan
sosial yang luas semakin memperkuat posisi mereka dengan mengamankan dukungan dari berbagai
pihak.

Modal ekonomi mengacu pada aset finansial dan sumber daya material yang memungkinkan
suatu kelompok politik untuk mengelola kampanye, membangun jaringan dengan elite lokal, serta
mempertahankan pengaruh politik. Dalam dominasi kekuasaan, modal ekonomi sering digunakan
untuk membangun citra politik yang kuat, mendanai kampanye, dan memperluas pengaruh terhadap
berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, modal budaya juga menjadi faktor penting dalam
dominasi kekuasaan. Pemahaman mendalam terhadap sistem politik dan pemerintahan, pengalaman
dalam birokrasi, serta latar belakang pendidikan tinggi menjadi alat bagi suatu kelompok untuk
memperkuat posisi mereka dalam pemerintahan. Kemampuan menyesuaikan strategi politik dengan
kondisi sosial dan budaya masyarakat juga memberikan keuntungan dalam membangun legitimasi
kepemimpinan. Mencakup sumber daya sosial yang digunakan oleh aktor politik untuk
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mempertahankan posisinya. Di Kabupaten Poso, modal sosial berupa jaringan keluarga dan komunitas
lokal menjadi alat utama dalam menjaga dominasi politik.

Arena Politik dalam Dominasi Kekuasaan di Kabupaten Poso

Arena ini bukan hanya sekedar tempat, tetapi juga sebuah medan di mana berbagai aktor
berinteraksi dan berkompetisi dengan memanfaatkan berbagai modal untuk mencapai tujuan mereka.
Dalam konteks politik, arena ini mencakup hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam
sistem politik yang lebih luas, di mana dominasi dan kontrol atas sumber daya sosial, ekonomi, dan
politik menjadi hal yang sangat penting.(Ningtyas, 2015) arena yang sangat dinamis. Mereka
memanfaatkan berbagai bentuk modal untuk memperkuat posisi mereka dalam sistem politik daerah,
termasuk modal sosial, budaya, dan ekonomi.Arena sangat relevan untuk menganalisis bagaimana
kekuasaan diperebutkan dan dipertahankan oleh aktor-aktor politik, khususnya keluarga Ingkiriwang.
Keluarga ini telah lama menjadi bagian integral dari struktur politik lokal dan beroperasi dalam ruang
di mana aktor politik bersaing untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Di Kabupaten Poso,
arena politik didominasi oleh keluarga yang memiliki kendali terhadap sumber daya ekonomi dan
politik, serta pengaruh yang besar dalam proses pengambilan keputusan.

Praktik Politik dalam Dominasi Kekuasaan di Kabupaten Poso

Rina Keumuning Retnawati, (2018). Praktik dalam pemerintah secara nyata pelaksanaa
pekerjaan dan perbuatan melakukan keyakinan. Sejalan dengan itu praktik adalah pelaksaanaan untuk
memperoleh keterampilan. Praktik sebagai hasil dinamika dialektis antara internalisasi eksterior dan
eksternalisasi interior. Eksterior adalah struktur objektif yang ada diluar pelaku social. Sedangkan
interior merupakan segala sesuatu yang melekat pada diri pelaku social. Dengan demikian, segala
sesuatu yang diamati dan dialami yang ada diluar diri pelaku social (interior) bergerak dinamis secara
dialektis dengan pengukapan dari segala sesuatu yang telah dinternalisasi menjadi bagian dari diri
pelaku sosial, (interior), paraktik ini terdapat dalam ruang dan waktu. sebagai hasil dinamika dialektis
antara internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior. Eksterior adalah struktur objektif yang ada
diluar pelaku sosial. Sedangkan interior merupakan segala sesuatu yang melekat pada diri pelaku
social. Dengan demikian, segala sesuatu yang diamati dan dialami yang ada diluar diri pelaku social
(interior) bergerak dinamis secara dialektis dengan pengukapan dari segala sesuatu yang telah
dinternalisasi menjadi bagian dari diri pelaku sosial, (interior), paraktik ini terdapat dalam ruang dan
waktu.

Keinginan seseorang menampilakan dirinya dihadapan orang lain, dan bagimana seseorang
membangun identitas dihadapan lingkungan sosialnnya. Dengan pemerintahannya sendiri
memunculkan habitus yang tidak bisa dilepaskan dengan ranah atau pertaruhan. Konsep ini sangat
terikat satu sama lain karena saling mempengaruhi hubungan dua arah : struktur-struktur objektif
(struktur-struktur  bidang social) dan struktur-struktur habitus yang terintegrasi pada
pelaku.perjuanagan dan modal-modal yang ada mereka gunakan agar keberdaan lebih diakui oleh
masyarakat.

Pemerintah kabupaten Poso adalah pemerintah daerah di Indonesia menganut asas
desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonstrasi dalam mengelolah sendiri urusan pemerinthannya
berdasarkan asas otonomi. Kabupaten poso di pimpin oleh seseorang bupati yang dipilih secara
demokratis melalui pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang 1945. Secara historis, penduduk
kabupaten poso berada di bawah kekuasaan raja-raja, antara lain Raja Poso, Napu, Mori, Tojo, Una-
una dan Bangku. Kerjaan-kerjaan tersebut tidak memiliki hubungan apapun. Wilayah bagian selatang
berada di bawah kekuasaan raja luwu, bagian utara berada di bawah kekuasaan raja sigi, dan bagian
Timur, termasuk wilayah Bungku, berada di bawah kekuasaan raja Ternate.

Namun jika dilihat dari perspektif sejarah masa ini merasa terpinggirkan oleh dominasi
kekuasaan para pendatang sehingga menimbulkan kecemburuan dan ketimpangan social di Kabupaten
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Poso. Masyarakat di Kabupaten Poso merasa kehilangan jati diri dalam hal status sosial. Konflik yang
terjadi di Kabupaten Poso diduga kuat disebabkan oleh adanya dominasi kekuasaan yang diprovokasi
oleh elite politik dengan menggunakan isu-isu kekuasaan yang senstif. Dalam masyarakat terdapat
dua kelas yang menonjol, yaitu kelas yang memerintah dan yang diperintah. Kelas yang pertama yang
menguasai fungsi politik, yakni memonopoli kekuasaan sekaligus menguasai hasil-hasilnya. Kelas
kedua sebaliknya, mereka yang jumlahnya besar tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau fungsi
politik, mereka diarahkan dan dikendalikan oleh kelas pertama oleh cara-cara tertentu. Mengenai kelas
atau kelompok yang berkuasa dan dikuasai.

Dominasi kekuasaan di Kabupaten Poso memunculkan berbagai tantangan yang
memengaruhi dinamika pemerintahan lokal. Salah satu tantangan utama adalah terciptanya oligarki
politik, di mana kekuasaan hanya berada di tangan segelintir kelompok atau individu yang memiliki
modal besar, baik secara ekonomi maupun sosial. Fenomena oligarki politik ini sering kali
menghambat regenerasi kepemimpinan. Ketika hanya kelompok tertentu yang mendominasi, peluang
bagi individu lain yang kompeten namun tidak memiliki akses ke modal dominan menjadi sangat
terbatas. Hal ini berdampak pada stagnasi ide-ide baru yang seharusnya dapat mendorong inovasi
dalam pemerintahan.

Selain itu, dominasi kekuasaan juga berdampak pada kualitas pelayanan publik. Ketika
pengambilan keputusan lebih didasarkan pada kepentingan kelompok dominan, kebutuhan masyarakat
luas sering kali terabaikan. Proyek-proyek pembangunan lebih diarahkan untuk memperkuat posisi
kelompok dominan daripada menjawab kebutuhan masyarakat secara merata. Salah satu contoh nyata
adalah alokasi anggaran daerah yang sering kali tidak mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur misalnya, lebih banyak difokuskan pada wilayah yang mendukung basis
politik kelompok dominan. Hal ini menciptakan ketimpangan pembangunan antarwilayah di
Kabupaten Poso.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi kekuasaan dalam pemerintahan Kabupaten
Poso masih didasarkan pada struktur politik yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu, terutama
keluarga Ingkiriwang. Dengan memanfaatkan modal sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik, keluarga
ini berhasil mempertahankan pengaruhnya dalam pemerintahan dan proses pengambilan kebijakan.
Penting bagi sistem politik di Kabupaten Poso untuk lebih membuka ruang bagi partisipasi politik yang
lebih inklusif dan demokratis. Masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif dalam proses politik agar
tercipta keseimbangan dalam distribusi kekuasaan. Transparansi dalam pemerintahan dan penguatan
mekanisme pengawasan menjadi langkah yang harus diperkuat guna memastikan bahwa kekuasaan
tidak hanya berpusat pada kelompok tertentu, tetapi dapat diakses oleh semua pihak yang
berkompeten.

Dominasi kekuasaan ini tidak hanya tercermin dalam pola kepemimpinan yang diwariskan
secara turun-temurun, tetapi juga dalam sistem birokrasi dan jaringan politik yang mereka bangun.
Modal sosial berupa hubungan yang kuat dengan aktor- aktor politik, modal ekonomi yang mendukung
keberlanjutan dominasi, serta modal budaya yang memperkuat legitimasi kepemimpinan, menjadi
faktor utama yang menjaga stabilitas kekuasaan mereka di Kabupaten Poso. juga cenderung berpihak
kepada kelompok yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, sehingga menciptakan ketimpangan
dalam pelayanan publik. Namun, di sisi lain, dominasi kekuasaan ini juga memberikan stabilitas
politik yang relatif terjaga di Poso. Dalam konteks daerah yang memiliki sejarah konflik,
kesinambungan kepemimpinan dari kelompok yang sama dapat menjadi faktor stabilisasi yang
mencegah ketidakpastian politik. Akan tetapi, dalam jangka panjang, model kekuasaan yang terlalu
terpusat pada kelompok tertentu berisiko melemahkan demokrasi lokal dan menghambat regenerasi
kepemimpinan.
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Dalam dinamika politik lokal, fenomena ini berdampak pada keterbatasan partisipasi politik
masyarakat secara luas. Struktur kekuasaan yang terpusat membuat akses terhadap jabatan politik dan
pengambilan keputusan lebih sulit dijangkau oleh kelompok di luar lingkaran kekuasaan. Selain itu,
distribusi sumber daya pembangunan, Dengan demikian, dominasi kekuasaan dalam pemerintahan
Kabupaten Poso bukan hanya menjadi fenomena politik semata, tetapi juga merupakan cerminan dari
dinamika sosial dan budaya yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Perubahan menuju tata kelola
pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif memerlukan kesadaran kolektif dari seluruh elemen
masyarakat untuk membangun sistem politik yang lebih adil dan transparan.
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